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Penetapan UMK se-DIY
Paling Lambat 7 Desember

Besaran UMP DIY 2023 naik 7,65 persen atau

Rp 140.866,86 dari 2022.

B SILVY DIAN SETIAWAN,
BOWO PRIBADI

YOGYAKARTA — Upah mini-
mum provinsi (UMP) DIY 2023 te-
lah ditetapkan naik dari 2022 yakni
sebesar 7,65 persen, Senin (28/31).
Namun, untuk upah minimum kabu-
paten/kota (UMK) se-DIY 2023 ma-
sih belum ditetapkan hingga saat ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) DIY,
Aria Nugrahadi mengatakan, ma-
sing-masing pemerintah kabupa -
ten/kota sudah harus menetapkan
UMK paling lambat pada 7 Desem-
ber 2022 mendatang. :

Naiknya UMP DIY 2023 sebesar
7,65 persen, menjadikan besaran
UMP sebesar Rp 1.981.782,39 atau
naik Rp 140.866,86 dari 2022. Be-
saran UMP tersebut menjadi pedo-
man bagi masing-masing pemerin -
tah kabupaten/kota dalam menetap-
kan UMK.

“Hari ini yang ditetapkan adalah
UMP, itu menjadi acuan batas mini-
mal upah untuk nantinya usulan pe-
netapan di kabupaten/kota. Sehing-

ga, yang berlaku (nantinya) upah ka-
bupaten/kota yang akan ditetapkan
paling lambat 7 Desember,” kata
Aria’di kompleks Kepatihan, Yog-
yakarta, Senin (28/11).

Ia menuturkan, penetapan UMP
DIY 2023 sudah dilakukan sesuai
dengan arahan dari pemerintah pu-
sat. Untuk besaran UMK di masing-
masing kabupaten/kota, kata Aria,
juga diharuskan lebih tinggi dari be-
saran UMP.

“Kami Pemda (DIY) menjalan-
kan sebagai pelaksana terhadap atu-
ran terkait pengupahan yang berla-
ku. Perhitungannya melaksanakan
arahan pusat dengan menggunakan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi,
serta mempertimbangkan perlua -
san lapangan kerja dan produkti-
vitas,” ujar Aria.

Sementara itu, terkait dengan
besaran UMP DIY 2022 yakni sebe-
sar Rp 1.840.915,53. Sedangkan, un -
tuk UMK di masing-masing kabupa-
ten/kota se-DIY pada 2022, ditetap-
kan berbeda.

Untuk persentase kenaikan U-
MK 2022 tertinggi ditetapkan di

Kabupaten Gunungkidul yakni 7,34
persen. UMK Gunungkidul 2022 di-
tetapkan Rp 1.900.000 atau naik se-
besar Rp 130 ribu.

Di Kabupaten Kulonprogo, per-
sentase UMK 2022 naik 5,50 persen
dengan besaran Rp 1.904.275 atau
naik Rp 99.275. Sedangkan, UMK
2022 di Kabupaten Sleman naik 5,12
persen dengan besaran Rp
2.001.000, atau naik Rp 97:500.

Selain itu, UMK Kota Yogyakarta
pada 2022 ditetapkan naik 4,08 per-
sen menjadi Rp 2.153.970 atau naik
dari tahun sebelumnya sebesar Rp
84.440. Terakhir, kenaikan persen-
tase UMK Kabupaten Bantul 2022
sebesar 4,04 persen dengan besaran
Rp 1.916.848 atau naik Rp 74.388.

Aria Nugrahadi menambahkang
penetapan UMP DIY 2023 tersebut
sudah berdasarkan pertimbangan
dari berbagai pihak. Termasuk dari
unsur serikat buruh di DIY.

Menurut dia, penetapan besaran,
UMP berdasarkan rekomendasi De-
wan Pengupahan Provinsi atas si-
dang pleno yang sudah dilakukan.
Dalam sidang tersebut, berbagai un -
sur diikutsertakan, baik dari serikat
pekerja, asosiasi pengusaha, peme-
rintah hingga akademisi.

Terpisah, Gubernur Jawa Te-
ngah, Ganjar Pranowo, mengumum-

kan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jateng 2023 sebesar Rp 1.958.169,69.
UMP ini naik 8,01 persen atau Rp
145.234,26 jika dibandingkan UMP
2022 sebesar Rp 1.812.935.

Dalam keterangan persnya, gu- -
bernur menjelaskan, penetapan
UMP tahun ini mendasarkan pada
Permen Ketenagakerja RI Nomor 18
Tahun 2022 tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2023. Per=
menaker 18 Tahun 2022 menyata-
kan penetapan UM memperhatikan
inflasi dan pertembuhan ekonomi
serta nilai alfa.

“Nilai alfa yang merupakan wu-
jud indeks tertentu yang menggam -
barkan kontribusi tenaga kerja ter-
hadap pertumbuhan ekonomi de-
ngan nilai tertentu dalam rentang
tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu
nol) sampai dengan 0,30 (nol koma
tiga nol),” jelasnya, di Semarang,
Senin (28/11).

Penentuan nilai alfa, jelasnya,
harus mempertimbangkan produk-
tivitas dan perluasan kesempatan
kerja. Data yang digunakan dalam
penghitungan penyesuaian nilai
upah minimum menggunakan data
yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik, dalam
hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).
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